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ABSTRAK MAKALAH

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)                

PULAU KALIMANTAN

DIKAITKAN DENGAN TRANSPORTASI JALAN REL

OLEH

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Makalah ini berisikan uraian mengenai issues pengembangan wilayah Pulau Kalimantan
,  arahan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan sebagai prime mover pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta skenario dan strategi pengembangan wilayah Pulau Kalimantan. Diuraikan pula bahwa rencana pembangunan Trans Borneo-Mindanao Railway Network ini harus serasi dan selaras dengan sistem transportasi lain di Kalimantan, yang pada dasarnya merupakan upaya bertahap untuk mewujudkan pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Pulau Kalimantan yang efektif dan efisien. 

I.
Latar Belakang 

Keberadaan prasarana dan sarana transportasi yang handal telah menjadi harapan dan kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Pulau Kalimantan, mengingat potensi Pulau Kalimantan yang besar dengan keunggulan kompetitif pada sektor-sektor pertambangan (minyak, gas, emas, batubara), kehutanan (timber and non-timber forest product), perkebunan (sawit, karet), serta perikanan laut dan darat (freshwater fish). Selain itu, terdapat potensi pada wilayah Pulau Kalimantan yang memiliki keunggulan komparatif yang juga membutuhkan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang handal. Potensi tersebut adalah eco-cultural tourism yang didasarkan atas keunikan budaya lokal dan keanekaragaman hayati (biodiversity) seperti ditemukan pada taman-taman nasional (seperti Tanjung Putting, Delta Mahakam) dan Pegunungan Muller yang direncanakan akan menjadi salah satu world heritage. 

Seluruh potensi yang dimiliki Pulau Kalimantan dengan keunggulan kompetitif dan komparatifnya masing-masing,  sangat prospektif untuk dipromosikan ke pasar berskala regional maupun internasional. Hal ini terkait dengan posisi geografis wilayah Pulau Kalimantan yang strategis karena erbatasan langsung dengan lokasi pasar potensial (yakni Negara Bagian Sarawak – Malaysia, Brunei Darussalam dan Philipina), serta karena karakteristik topografi wilayah Pulau yang relatif datar, terutama pada wilayah pesisir. 

Salah satu upaya untuk menghubungkan potensi-potensi unggulan pada wilayah Pulau Kalimantan dengan lokasi pasarnya pada wilayah negara yang berbatasan langsung (Malaysia, Brunei dan Philipina) tersebut adalah dengan pembangunan prasarana dan sarana transportasi jalan rel.  Mengingat jalan rel memiliki keandalan dibanding dengan prasarana dan sarana transportasi lainya, yakni ditinjau dari segi kemampuan jarak tempuh yang jauh (long-distance transportation mode), kemampuan pengangkutan massal, keramahan pada lingkungan, dan segi ekonomisnya. 

Rencana pembangunan prasarana dan sarana transportasi jalan rel untuk wilayah Borneo (termasuk didalamnya Pulau Kalimantan), telah menjadi salah satu butir keputusan yang penting dalam Working Groups on Construction an Construction Materials (WG C/CM) ke-7 tanggal 25-26 November 1998 di Makassar yang melahirkan agenda untuk merealisasikan Trans Borneo Mindanao Railway Network (TBMRN). Pelaksanaan WG C/CM sendiri merupakan salah satu mekanisme dalam Kerjasama Sub Ekonomi Regional (KESR) antara Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang dibentuk sejak tahun 1994. Adapun tujuan pembentukan KESR tersebut adalah untuk meningkatkan perdagangan dengan negara-negara tetangga dalam rangka mewujudkan proses integrasi ekonomi serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan pendapatan nasional secara lebih tinggi, yang dicapai salah satunya dengan dan penciptaan arus masuk investasi dan pengembangan prasarana (termasuk transportasi jalan rel). 

Berdasarkan Fact Finding Study on Trans Borneo Railway (DE – Consult, 2002) maka Trase TBMRN direncanakan memiliki panjang rel 4210 km, dimana sebagian besar (3640 km) berada di kawasan Borneo sedangkan 570 km lainnya berada di kawasan Mindanao-Philipina. Sedangkan panjang trase yang berada pada wilayah Pulau Kalimantan sendiri berkisar 2000 km.  Secara khusus rencana pembangunan TBMRN ditujukan untuk meningkatkan perdagangan dan arus investasi melalui peningkatan mobilitas orang dan barang dalam kawasan KESR BIMP-EAGA tersebut., yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat. 

II.
RTRW Pulau Kalimantan sebagai Acuan Pelaksanaan Pembangunan Trans Borneo-Mindanao Railway Network 

Terkait dengan pengembangan prasarana transportasi jalan rel, di dalam SISTRANAS telah disebutkan adanya rencana pengembangan jalur kereta api untuk melayani angkutan barang khusus di Pulau Sulawesi dan Kalimantan,  seperti diperlihatkan pada Tabel 1, yang didalam proses pengembangannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aspek-aspek lain yang juga harus dipertimbangkan dalam rencana pembangunan adalah keterpaduan pengembangan jalur kereta api dengan sistem intra dan antar-moda transportasi (terutama dengan jalan lintas, pelabuhan laut dan udara), keterpaduan dengan pembangunan sektor lain, pertumbuhan ekonomi, analisa efisiensi serta kelestarian lingkungan. 

Untuk itu, dalam rangka menciptakan keterpaduan dan keterkaitan fungsional antara sentra-sentra produksi pada kawasan-kawasan strategis, simpul-simpul pelayanan (permukiman perkotaan dan perdesaan) dengan outlet-outlet pemasaran (pelabuhan laut dan udara) yang dihubungkan satu sama lain dengan sistem jaringan transportasi (darat, laut dan udara), maka diperlukan suatu arahan pengembangan dan pengelolaan sumber daya secara terpadu pada wilayah Pulau Kalimantan melalui pendekatan penataan ruang pulau. Dalam konteks ini RTRW Pulau – sebagai alat operasionalisasi RTRW Nasional – pada dasarnya memuat strategi pengelolaan dan pengembangan wilayah Pulau, untuk : (a) kawasan lindung dan budidaya (termasuk kawasan-kawasan strategis seperti Kawasan Andalan dan KAPET, (b) sistem pusat-pusat pelayanan (permukiman perkotaan dan perdesaan), serta (c) sistem prasarana wilayah. 

Atas inisiatif Pemerintah Propinsi se-Kalimantan,  pada tanggal 31 Mei 2002 di Jakarta yang baru lalu telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama antara Depkimpraswil dengan Pemerintah Propinsi se-Kalimantan, untuk perwujudan tata ruang pulau Kalimantan. Dalam kaitan ini, peran Depkimpraswil adalah memberikan fasilitasi penataan ruang wilayah pulau agar percepatan pembangunan Pulau Kalimantan sebagai bagian dari agenda nasional untuk percepatan KTI dan pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicapai. Apabila dikaitkan dengan rencana pembangunan transportasi jalan rel, maka RTRW Pulau diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan pelaksanaan prinsip sinergitas pembangunan dan pengelolaan kompetisi (managed competition) untuk mencapai kesepakatan atas pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi jalan rel, serta sekaligus meminimalkan terjadinya potensi konflik lintas wilayah dan lintas sektor.  

III.
Issues dan Permasalahan Pengembangan Wilayah                   Pulau Kalimantan

Pengembangan Trans Borneo-Mindanao Railways Network (TBMRN) diharapkan bukan hanya mengacu pada RTRW Pulau Kalimantan, namun lebih dari itu, menjadi bagian yang penting atau memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan berbagai issues dan permasalahan pengembangan wilayah. Adapun issues dan permasalahan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan yang sifatnya strategis dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

a. Keterbatasan dukungan prasarana dan sarana wilayah, terutama transportasi darat dan sungai pada kawasan-kawasan di bagian Tengah Kalimantan hingga ke kawasan perbatasan. Sementara pada wilayah pesisir Barat hingga Timur, dukungan prasarana dan sarana wilayah relatif mencukupi. 

b. Dalam era otonomi daerah ini, masih terdapat kecenderungan pembangunan yang lebih berorientasi pada pengembangan masing-masing propinsi secara internal tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan propinsi lain serta keterkaitan antar kawasan yang belum sinergis secara fungsional.

c. Kepadatan penduduk yang sangat rendah pada lokasi yang tersebar, terutama di Propinsi Kalteng (kepadatan 10,7 jiwa/km2) dan Kaltim (11,4 jiwa/km2). Pada saat ini konsentrasi penduduk masih terjadi di kawasan pesisir pantai bagian selatan Pulau Kalimantan yang diperlihatkan dari berkembangnya pusat-pusat kegiatan perekonomian perkotaan, seperti Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda. Total jumlah penduduk perkotaan - terutama yang berkembang di wilayah pesisir bagian Selatan - pada tahun 2000 mencapai 3,65 juta jiwa atau 33% dari keseluruhan jumlah penduduk Pulau Kalimantan (10,9 juta jiwa). 

d. Degradasi kualitas lingkungan, yang diakibatkan dari : (a) kebakaran hutan
, (b) penebangan liar (illegal logging), (c) maraknya pertambangan rakyat yang tidak terkendali, (d) terbukanya lahan-lahan ex-tebangan yang belum ditanami kembali yang berubah menjadi lahan-lahan kritis (dengan luas mencapai ( 8 juta ha). Lahan-lahan kritis tersebut pada gilirannya menjadi sangat mudah terbakar akibat adanya kandungan mineral hutan dan pengaruh El Nino, serta memberikan kontribusi pada peningkatan iklim mikro antara 2-3 0 C.

e. Isolasi fisik kawasan perbatasan  yang memanjang dari Kalbar (dengan garis batas sepanjang ( 870 km) hingga Kaltim (dengan garis batas sepanjang ( 1200 km). Secara keseluruhan, dengan luas kawasan perbatasan mencapai ( 3200 km2, kawasan ini mengandung potensi konflik dengan negara tetangga serta kerawanan sosial yang tinggi – seperti penyelundupan – akibat belum ditanganinya kawasan ini secara optimal sebagai ‘kawasan depan’ atau gateway NKRI menuju lokasi pasar regional maupun global. 

f. Belum optimalnya pengelolaan produk-produk unggulan kawasan, misal potensi kelautan, dengan memanfaatkan kedekatan geografis Pulau Kalimantan ke lokasi pasar regional, seperti Malaysia dan Brunei. Untuk pemanfaatan sumber daya perikanan misalnya, idle capacity di Laut Cina Selatan mencapai 36,44% sementara di Selat Makassar mencapai 46,6% dari maximum sustainable yield-nya.  

g. Belum optimalnya pengembangan KAPET dan kawasan-kawasan fungsional lainnya, yang diantaranya disebabkan oleh lemahnya kemampuan manajerial dalam penanganan kawasan (terutama yang berorientasi bisnis), serta rendahnya dukungan prasarana dan sarana wilayah. 

IV.
Arahan Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan             sebagai Prime Mover Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

Pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tidak dapat dilepaskan dari upaya percepatan pembangunan pada wilayah KTI, melainkan harus merupakan satu kesatuan konsepsi strategi pengembangan KTI yang utuh, mengingat peran Pulau Kalimantan sebagai prime-mover pengembangan wilayah KTI
. Untuk itu, RTRW Pulau Kalimantan harus mengakomodasikan kebijakan-kebijakan pengembangan KTI agar berbagai upaya pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor dapat berjalan secara serasi, selaras, saling menguatkan (sinergis), dan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi kawasan-kawasan di sekitarnya. 

Maka, berdasarkan arah pengembangan RTRW Nasional telah disusun 7 (tujuh) kebijakan pokok pengembangan KTI, yang juga berlaku untuk pengembangan wilayah Pulau Kalimantan. Adapun 7 (tujuh) kebijakan pokok tersebut yang berlaku untuk wilayah Pulau Kalimantan meliputi : 

a. Pembangunan KTI dikembangkan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan memanfaatkan RTRWN, RTRW Pulau dan RTRW Propinsi. 

b. Pengembangan kawasan-kawasan prioritas dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah KTI (KAPET sebagai unit corporate mandiri ; kawasan cepat tumbuh dan potensial tumbuh ; kawasan KESR BIMP-EAGA melalui peningkatan kerjasama lintas negara) ; serta tanpa melupakan kawasan tertinggal seperti kawasan pesisir dan terisolasi di pedalaman/perbatasan di Kalbar dan Kaltim ; kawasan hulu sungai di Kalteng (Kahayan, Barito, Katingan, Mentaya, Seruya).  

c. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan depan yang dilakukan dengan memadukan pendekatan prosperity dan security, seperti pada kawasan perbatasan Kalbar (Entikong, Nagabadau) dan Kaltim (Nunukan) dengan Negara Bagian Sarawak (Kuching) dan Sabah (Kinabalu).  

d. Simpul-simpul utama KTI didorong sebagai pusat/hub ekonomi wilayah Timur Indonesia ke pasar internasional yang didukung oleh pengembangan industri pengolahan. Simpul-simpul utama di Kalimantan yang juga merupakan kota-kota nasional, meliputi : Pontianak, Sampit, Palangkaraya,  Banjarmasin, Tarakan, Bontang, Nunukan, Balikpapan, dan Samarinda. 

e. Wilayah KTI merupakan sentra pendukung ketahanan pangan nasional yang diarahkan untuk mendukung kebijakan substitusi import bahan pangan. Hal ini dicapai melalui pengembangan pola agroindustri terpadu dengan mengembangkan potensi pertanian skala besar (agriculture estate) yang dilengkapi dengan sistem manajemen modern berbasis teknologi (technology-based farming system), serta memiliki akses ke sentra produksi dan pasar regional/internasional dengan memanfaatkan pelayanan prasarana dan sarana yang tersedia. Kawasan-kawasan strategis yang merupakan sentra produksi tanaman pangan di Pulau Kalimantan, meliputi : di Kalbar (Pontianak dsk, KAPET Sanggau, Singkawang dsk, Ketapang dsk, dan Kapuas Hulu dsk) ; di Kalteng (KAPET DAS Kakab, Sampit dsk, Pangkalan Bun dsk, Buntok dsk, Muara Teweh dsk) ; dan di Kalsel (Banjarmasin Raya dsk, Pahuluan dsk).  

f. Wilayah KTI merupakan sentra pengembangan kelautan terpadu dengan memperhatikan peningkatan kemampuan teknologi kelautan dan perikanan secara bertahap ; pemanfaatan sumber daya alam yang belum tergali secara berkelanjutan ; pengembangan tidak terfokus pada kawasan pesisir saja (namun termasuk pula kawasan yang lebih luas, yakni jembatan menuju pasar dunia). Dalam hal ini, laut merupakan alat pengawal dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI. Sentra-sentra pengembangan kelautan di Pulau Kalimantan meliputi : di Kalbar (KL Ketapang dsk dan KL Natuna dsk) ; di Kalteng (KL Kuala Pembuang dsk) ; di Kalsel (KL Pulau Laut dsk) ; di Kaltim (KL Bontang). 

g. Wilayah KTI merupakan sentra pengembangan potensi sumber daya alam yang berorientasi ekspor, dengan tetap mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. 

V.
Skenario dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan 

Berangkat dari potensi, permasalahan serta arah kebijakan pengembangan wilayah KTI maka skenario pengembangan wilayah Pulau Kalimantan mencakup : 

a. Skenario jangka pendek (hingga 5 tahun ke depan) diarahkan untuk memperkuat struktur internal tata ruang Pulau Kalimantan, yakni dengan memperkuat sistem kota-kota yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan dan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan utama Pulau Kalimantan (Kota Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda dan Balikpapan). Peluang interaksi langsung dengan wilayah luar tetap terbuka dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. 

b. Skenario jangka menengah (hingga 10 tahun kedepan) adalah selain tetap memperkuat struktur tata ruang internal, juga mulai memperkuat struktur tata ruang eksternal. Hal ini dicapai dengan mengembangkan kegiatan ekonomi kota (jasa perdagangan) dan pelabuhannya, sebagai simpul keterkaitan dengan wilayah Pulau Kalimantan. Pengembanga outlet dilakukan di wilayah bagian Barat (Kota Pontianak), bagian Selatan (Kota Palangkaraya dan Banjarmasin), dan bagian Timur (Kota Balikapapan dan Samarinda). 

c. Skenario jangka panjang (hingga 15 – 20 tahun ke depan) adalah untuk menciptakan keterkaitan (interaksi) ekonomi di antara kawasan-kawasan di Pulau Kalimantan yang mengarah pada integrasi ekonomi wilayah yang solid. 

Skenario diatas kemudian dijabarkan kedalam bentuk strategi pengembangan wilayah Pulau Kalimantan untuk mewujudkan pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Pulau yang diharapkan.  Adapun strategi pengembangan dimaksud diuraikan sebagai berikut :  

a. Mendorong pemulihan kawasan berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah yang berwawasan pembangunan berkelanjutan. 

b. Memanfaatkan wilayah Sabah dan Sarawak melalui kerjasama KESR BIMP-EAGA sebagai salah satu orientasi pasar regional

c. Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertambangan dan pertanian serta sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan. 

d. Mendorong terciptanya pengelolaan komoditas unggulan masing-masing kawasan/propinsi secara terpadu dan meningkatkan daya saing wilayah Pulau Kalimantan dengan skala regional dan global.

e. Meningkatkan aksesibilitas internal wilayah melalui pembangunan jalan lintas selatan, tengah dan utara secara terpadu dengan pembangunan jaringan kereta api dan transportasi sungai

f. Memantapkan struktur wilayah Kalimantan yang terintegrasi dengan struktur ruang wilayah negara tetangga, khususnya Malaysia. 

VI.
Interkoneksi Jaringan Transportasi Pulau Kalimantan

6.1
Interkoneksi Jaringan Jalan dengan Jaringan Jalan Rel

Sesuai dengan arahan SISTRANAS, maka pada masa yang akan datang Pulau Kalimantan akan memiliki struktur jaringan jalan Gelang Kalimantan berupa lintas utara yang menghubugkan kota-kota dari Kota Pontianak (Kalbar)—Sanggau—Putusibau (Kalteng)—Tanjung Redep hingga ke Bontang dan Samarinda di Kaltim. Lintas Utara kemudian terhubung dengan Gelang Kalimantan di Lintas Selatan yang menghubungkan kota-kota Samarinda—Balikpapan (Kalteng)—Tanah Grogot (Kaltim) — Batulicin (Kalsel) hingga Sampit dan Pontianak di Kalbar.  Disamping itu, terdapat pula Sirip Kalimantan yang menghubungkan kota-kota Tanjung (Kalsel)—Tanah Grogot (Kaltim)—Muara Teweh—Palangka Raya (Kalteng) termasuk Martapura dan Banjarmasin di Kalsel serta Samarinda di Kaltim. 

Pada saat ini, sebagian besar jaringan jalan Gelang dan Sirip Kalimantan tersebut merupakan jaringan jalan arteri dan hanya sebagian kecil diantaranya yang merupakan jaringan jalan kolektor, seperti jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota Tobelian - Putusibau - Barong Tongkok hingga Tanjung Redep. Namun demikian pada tahun 2020, jalan-jalan tersebut akan mengalami peningkatan fungsi menjadi jaringan jalan arteri. Selengkapnya mohon periksa Tabel 2 pada lampiran. 

Jalur transportasi darat (Gelang dan Sirip Kalimantan) tersebut diharapkan akan menyatu dengan sistem jaringan transportasi yang terdapat di Malaysia, Brunei Darussalam dan Philipina dalam rangka mendukung salah satu agenda kesepakatan KESR BIMP-EAGA untuk mewujudkan integrasi potensi perekonomian Borneo-Mindanao. Jalur-jalur dimaksud adalah Kuching — Sibu – Bintulu - Miri (Serawak-Malaysia) — Bandar Sri Begawan (Brunei Darussalam) — Kinabalu (Sabah-Malaysia) — Sadakan (Sabah-Malaysia) hingga ke pelayaran ferry menuju Pulau Mindanao di Philipina.

6.2
Interkoneksi Jaringan Jalan Rel dengan Outlet-Outlet 

Pengembangan jaringan jalan rel kereta api pun harus terpadu dengan pengembangan outlet-outlet, khususnya dengan pelabuhan laut, yang dimaksudkan agar aliran hasil-hasil produksi dari sentra-sentra produksi (kawasan-kawasan andalan dan KAPET) ke lokasi-lokasi pasar dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Adapun pelabuhan laut (outlet-outlet) utama yang sekaligus merupakan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulau Kalimantan adalah Pontianak, Pangkalan Bun, Sampit, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan. 

Perhatian khusus perlu diberikan untuk keterpaduan pengembangan jaringan jalan rel kereta api dengan kawasan-kawasan strategis, simpul-simpul pertumbuhan, dan outlet-outlet utama pada bagian Timur perairan Pulau Kalimantan - yakni Selat Makassar yang memisahkan Pulau Kalimantan dengan Sulawesi - dimana terdapat salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
. ALKI merupakan jalur laut pelayaran internasional untuk menjamin keamanan jalur perhubungan laut internasional yang melewati Indonesia, dan merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem transportasi laut nasional. Dalam kaitan ini selain untuk kepentingan pertahanan, keberadaan ALKI merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk percepatan pengembangan wilayah Kalimantan bagian Timur,  mengingat aksesibilitas dari dan menuju pasar potensial (ASEAN dan Asia Pasifik) diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. 

Beberapa kota nasional pada wilayah Pulau Kalimantan bagian Timur yang memiliki peluang memanfaatkan jalur ALKI tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, meliputi sebagai kota pusat pemerintahan (ibukota propinsi), kota perbatasan negara, kota sebagai pintu gerbang nasional/internasional ditandai dengan keberadaan pelabuhan utama primer/sekunder, kota pusat kegiatan ekonomi nasional, atau kota pusat pelayanan dari kawasan tertentu (misal kawasan perbatasan).  Kota-kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan dari kawasan-kawasan strategis yang dilayaninya, seperti diperlihatkan pada Tabel 3 dan Tabel 4 pada Lampiran. 

VII.
Dampak Pengembangan Jaringan Jalan Rel terhadap Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

Dengan mempertimbangkan fungsi dan peran strategis jalan rel di Pulau Kalimantan sebagai satu kesatuan sistem dengan prasarana dan sarana transportasi lain (darat, laut dan udara), maka pembangunan TBMRN diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah Pulau Kalimantan secara keseluruhan, yang meliputi pengembangan kawasan-kawasan (termasuk kota-kota) strategisnya. Adapun dampak positif dimaksud meliputi : 

1. Meningkatkan aksesibilitas antar kawasan, khususnya sebagai alternatif moda sungai dan jalan raya yang kinerjanya kurang andal.

2. Mendorong adanya peningkatan keterkaitan fungsional antar kawasan, antar kota, antar desa-kota, antar produksi-distribusi, kawasan berkembang-tertinggal sehingga mendorong tercapainya pemerataan pembangunan regional di Kalimantan.

3. Memperluas cakupan pasar sebagai komoditi unggulan di Kalimantan (captive global market place), diantaranya dengan memanfaatkan jalur ALKI II yang melintasi Selat Makassar.

4. Meningkatkan daya saing produk-produk unggulan di Kalimantan, melalui penurunan biaya transportasi dan peningkatan efisiensi.

5. Mendorong konsentrasi penduduk, terutama pada lokasi-lokasi stasiun yang akan dikembangkan, sehingga mengurangi biaya investasi di dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman secara relatif dibandingkan apabila penduduknya lebih tersebar.

6. Mendukung misi pengembangan Pulau Kalimantan untuk:

a. Pengembangan sistem kota di Kalimantan yang terpadu.

b. Pembentukan sistem transportasi inter dan intra propinsi se-Kalimantan.

c. Mengintegrasikan pusat-pusat kota pertambangan dengan sistem kota di Kalimantan.

d. Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan sebagai kawasan zona ekonomi khusus.

VIII.
Penutup

Rencana pengembangan Trans Borneo-Mindanao Railway Network (TBMRN) merupakan upaya strategis untuk percepatan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, yang merupakan salah satu prime mover pengembangan KTI. Agar upaya ini benar-benar dapat mendukung pengembangan sektor-sektor lainnya serta memberikan multiplier effect yang besar bagi pengembangan kawasan-kawasan di Pulau Kalimantan, maka rencana pengembangan TBMRN harus selaras dengan RTRW Pulau Kalimantan dan SISTRANAS. Pada dasarnya, rencana pembangunan TBMRN merupakan bagian dari upaya pembangunan jangka panjang yang dicapai secara bertahap untuk menangani berbagai issues dan permasalahan pengembangan wilayah yang bersifat strategis, serta sekaligus untuk mewujudkan pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Pulau Kalimantan yang dicita-citakan. 

Lampiran

Tabel 1

Pengembangan Jaringan Kereta Api Menurut Perannya

di Pulau Kalimantan Tahun 2000-2020
	NAMA
	PERAN

	LINTAS
	2000
	2010
	2020

	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	KORIDOR KALIMANTAN
	
	
	

	1.
	Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb
	
	Cabang
	Cabang

	2.
	Tanjung Redeb – Sangkulirang – Bontang
	
	Cabang
	Cabang

	3.
	Bontang – Samarinda
	
	Lintas Utama
	Lintas Utama

	4.
	Samarinda – Balikpapan
	
	Lintas Utama
	Lintas Utama

	5.
	Balikpapan – Tanah Grogot
	
	Cabang
	Lintas Utama

	6.
	Tanah Grogot – Tanjung
	
	Cabang
	Lintas Utama

	7.
	Tanjung – Buntok – Muara Teweh
	
	Cabang
	Lintas Utama

	8.
	Buntok – Palangka Raya
	
	
	Cabang

	9.
	Palangka Raya – Pangkalan Bun
	
	
	Cabang

	10.
	Pangkalan Bun – Sanggau
	
	
	Cabang

	11.
	Sanggau – Sintang – Putusibau
	
	
	Cabang

	12.
	Sanggau – Sambas
	
	
	Cabang

	13.
	Sanggau – Pontianak
	
	Cabang
	Lintas Utama

	14.
	Pontianak – Singkawang – Sambas
	
	Lintas Utama
	Lintas Utama

	15.
	Banjarmasin – Palangka Raya
	
	Lintas Utama
	Lintas Utama

	16.
	Samarinda – Tenggarong – Kotabangun
	
	Lintas Utama
	Lintas Utama

	17.
	Banjarmasin – Batulicin
	
	Cabang
	Lintas Utama

	18.
	Pontianak – Sambas
	
	
	Cabang

	19.
	Tanjung – Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin
	
	Cabang
	Lintas Utama


Sumber: Kaji Ulang Sistem Transportasi Nasional Dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah,

Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perhubungan, 2001.

Tabel 2

Pengembangan Jaringan Jalan Menurut Perannya 

di Pulau Kalimantan Tahun 2000 - 2020

	No
	Nama Ruas
	Peran

	 
	 
	 
	Tahun 2000
	Tahun 2010
	Tahun 2020

	A.
	GELANG KALIMANTAN
	 
	 
	 

	 
	1. Lintas Utara
	 
	 
	 

	 
	 
	a. Pontianak-Sei Pinyuh-Sosok-Tajung-
	Arteri Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	    Sanggau-Tobelian
	 
	 
	 

	 
	 
	b. Tobelian-Sintang-Sajiran-Putusibau
	Kolektor
	Kolektor Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	c. Putusibau-Barong Tongkok
	 
	Kolektor Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	d. Barong Tongkok-Simpang Tiga Damai
	Kolektor
	Kolektor Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	e. Simpang Tiga Damai-Tanjung Redep
	 
	Kolektor Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	f. Tanjung Redep-Muara Wahau-
	Arteri Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	   Sengata-Bontang-Samarinda
	 
	 
	 

	 
	2. Lintas Selatan
	 
	 
	 

	 
	 
	a. Samarinda-Balikpapan
	Arteri Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	b. Balikpapan-Panajam
	Kolektor Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	c. Panajam-Tanah Grogot-Batulicin-
	Arteri Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	    Pleihari-Banjarmasin
	 
	 
	 

	 
	 
	d. Banjarmasin-Kuala Kapuas-Palangka
	Arteri Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	    Raya-Sampit-Pangkalan Bun
	 
	 
	 

	 
	 
	e. Pangkalan Bun-Air Kuning-Sosok-
	Arteri Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	 
	    Pontianak
	 
	 
	 

	B.
	SIRIP KALIMANTAN
	 
	 
	 

	 
	1. Tanjung-Entikong
	Kolektor Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	2. Simpang Tiga Damai-Tanah Grogot
	 
	 
	 

	 
	3. Simpang Tiga Damai-Muara Teweh-
	Kolektor Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	    Palangka Raya
	 
	 
	 

	 
	4. Simpang Tiga Damai-Tenggarong-
	Kolektor Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	    Samarinda
	 
	 
	 

	 
	5. Tanah Grogot-Barabai-Kandanga-
	Kolektor Primer
	Arteri Primer
	Arteri Primer

	 
	    Rantau-Martapura-Banjarmasin
	 
	 
	 


Sumber: Sistem Transportasi Nasional, 2001.

Tabel 3

Keterkaitan antara Pengembangan Kawasan Andalan dengan 

Rencana Trase Railway Trans Borneo— Mindanao

	No
	Trase Rel KA
	Kawasan Andalan
	Kota-Kota dalam            Kawasan Andalan

	1
	(Malaysia) – Malinau – Sesayap – Tanjung Redep
	· Kws. Tanremawa (Tanjung Redep, Malinau) dsk

· Kws. Tatapan Buma (Tarakan, Tanjung Palas, Bulungan, Malinau) dsk
	Tarakan, Nunukan, Tanjung Palas, Tanjung Selor, Tanjung Redep, Muarawahau, Sangkulirang, Tanjung Santan

	2
	Tanjung Redep – Sangkulirang – Bontang
	· KAPET Sasamba dsk

· Kws. Tanremawa (Tanjung Redep, Malinau) dsk
	Tanjung Palas, Tanjung Selor, Tanjung Redep, Muarawahau, Sangkulirang, Tanjung Santan, Bontang, Kotabangun, Marangkayu, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan

	3
	Bontang – Samarinda
	· KAPET Sasamba dsk
	Bontang, Kotabangun, Marangkayu, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan

	4
	Samarinda – Balikpapan
	· KAPET Sasamba dsk
	Bontang, Kotabangun, Marangkayu, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan

	5
	Balikpapan – Tanah Grogot
	· KAPET Sasamba dsk

· Kws. Pentagot (Penajam – Tanah Grogot) dsk 
	Bontang. Kotabangun. Marangkayu. Tenggarong. Samarinda. Balikpapan. Tanah Grogot. Muara Taloke

	6
	Tanah Grogot – Tanjung
	· Kws. Pentagot (Penajam – Tanah Grogot) dsk
	Tanah Grogot, Tanjung

	7
	Tanjung – Buntok – Muara Teweh
	· KAPET DAS Kakab dsk

· Kws. Muarateweh dsk
	Pendang, Buntok, Ampah, Tamiang Layang, Purukcahu, Muara Laung, Muarateweh

	8
	Buntok – Palangka Raya
	· KAPET DAS Kakab dsk
	Kuala Kurun, Kasongan, Palangkaraya, Pulang Pisau, Kuala Kapuas, Lupak Dolom, Pendang, Buntok, Ampah, Tamiang Layang

	9
	Palangka Raya – Pangkalan Bun
	· KAPET DAS Kakab dsk

· Kws. Pangkalan Bun dsk
	Kuala Kurun, Kasongan, Palangkaraya, Pulang Pisau, Kuala Kapuas, Lupak Dolom, Nangabulik, Pangkalan Bun, Kumai

	10
	Pangkalan Bun – Sanggau
	· Kws. Pangkalan Bun dsk

· KAPET Sanggau (Khatulistiwa)
	Nangabulik, Pangkalan Bun, Kumai, Balai Karangan, Sanggau, Sekadau, Tayan, Nangataman, Nangapinuh, Sintang

	11
	Sanggau – Sintang – Putussibau
	· KAPET Sanggau (Khatulistiwa)

· Kws. Kapuas Hulu dsk
	Balai Karangan, Sanggau, Sekadau, Tayan, Nangataman, Nangapinuh, Sintang, Putussibau

	12
	Sanggau – Sambas
	· KAPET Sanggau (Khatulistiwa)

· Kws. Singkawang dsk
	Balai Karangan, Sanggau, Sekadau, Tayan, Nangataman, Nangapinuh, Sintang, Sambas, Bengkayang, Singkawang, Pemangkat

	13
	Sanggau – Pontianak
	· Kws. Pontianak dsk

· KAPET Sanggau (Khatulistiwa)
	Mempawah, Pontianak, Rasau Jaya, Balai Karangan, Sanggau, Sekadau, Tayan, Nangataman, Nangapinuh, Sintang

	14
	Pontianak – Mempawah – Singkawang – Sambas
	· Kws. Pontianak dsk

· Kws. Singkawang dsk
	Sambas, Pemangkat, Bengkayang, Singkawang, Mempawah dsk, Pontianak, Rasau Jaya

	15
	Banjarmasin – Palangka Raya
	· Kws. Banjarmasin Raya dsk

· Kws. Pahuluan (Kab. Tapin, Hulu Sei Selatan, Hulu Sei Tengah, Hulu Sei Utara, Tabalong)
	Tanjung, Marabahan, Martapura, Banjarbaru, Pleihari, Kandangan, Banjarmasin

	16
	Samarinda – Tenggarong – Kotabangun
	· KAPET Sasamba dsk
	Bontang, Kotabangun, Marangkayu, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan

	17
	Banjarmasin – Batulicin
	· Kws. Banjarmasin Raya dsk

· KAPET Batulicin dsk
	Tanjung, Marabahan, Martapura, Banjarbaru, Pleihari, Kandangan, Banjarmasin, Kotabaru, Batulicin, Pagatan

	18
	Pontianak – Sambas – Kuching (Malaysia)
	· Kws. Pontianak dsk

· Kws. Singkawang dsk
	Pontianak, Mempawah, Bengkayang Singkawang, Pemangkat Sambas

	19
	Tanjung – Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin
	· Kws. Banjarmasin Raya dsk
	Tanjung, Marabahan, Martapura, Banjarbaru, Pleihari, Banjarmasin


Tabel 4

Kota-Kota Nasional di Pulau Kalimantan Tahun 2000 - 2020

	No.
	Kota Nasional (Hasil Review RTRWN)
	Propinsi
	Status Kota dalam RTRWN (PP 47/1997)

	1
	Pontianak 1) 3) 4)
	Kalimantan Barat
	PKN

	2
	Entikong 2) 5)
	Kalimantan Barat
	Tidak ada status

	3
	Nangabadau 2)
	Kalimantan Barat
	Tidak ada status

	4
	Palangka Raya 1)
	Kalimantan Tengah
	PKW

	5
	Sampit 3) 4)
	Kalimantan Tengah
	PKL

	6
	Kuala Kapuas 5)
	Kalimantan Tengah
	PKL

	7
	Banjarmasin 1) 3) 4)
	Kalimantan Selatan
	PKW

	8
	Batulicin 4)
	Kalimantan Selatan
	PKN

	9
	Samarinda 1) 3)
	Kalimantan Timur
	PKW

	10
	Tarakan 3) 4)
	Kalimantan Timur
	PKW

	11
	Balikpapan 3) 4)
	Kalimantan Timur
	PKN

	12
	Bontang 4)
	Kalimantan Timur
	PKL

	13
	Tenggarong 4)
	Kalimantan Timur
	PKL

	14
	Nunukan 2) 3) 4) 5)
	Kalimantan Timur
	PKL


Sumber: Review RTRWN, 2001

Keterangan:

1. Kota Pusat Pemerintahan (ibukota propinsi)

2. Kota-kota Perbatasan Negara

3. Kota sebagai Pintu Gerbang Nasional (ditandai dengan adanya Pelabuhan Utama Primer/Sekunder atau Bandara Udara Primer)

4. Kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional

5. Kota-kota pusat kawasan tertentu

� 	Makalah ini disampaikan dalam rangka “Seminar Nasional Pembangunan Perkeretaapian Kalimantan (Trans Borneo Railway)” dengan tema “Urgensi Perkeretaapian di Kalimantan dalam rangka Percepatan Pengembangan Ekonomi Regional” yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2002 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 


� 	Dalam makalah ini, wilayah  geografi “Borneo” merujuk pada kawasan sub regional yang terdiri atas beberapa wilayah jurisdiksi lintas negara (inter-state jurisdiction), yakni : wilayah Pulau Kalimantan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah negara Brunei Darussalam dan Malaysia. 


�    Data yang dihimpun dari The Georgetown – International Environmental Law Review (1999) menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1997 – 1998 saja tidak kurang dari 1,7 juta hektar hutan terbakar Kalimantan akibat pengaruh El Nino. Bahkan angka yang diberikan oleh World Wildlife Fund  (WWF) pada tahun 2000 menunjukkan angka yang  lebih besar, yakni 2 hingga 2,5 juta ha.   


� 	Dari total share PDB wilayah KTI terhadap perekonomian nasional (19%), maka share Pulau Kalimantan adalah yang terbesar (8%), sementara wilayah lainnya seperti Sulawesi (5%), Papua (3%), Nusa Tenggara (1,5%) dan Maluku (1,5%). 


� 	Tiga jalur ALKI di perairan Indonesia yaitu ALKI I (dibagian utara bercabang menuju Singapura (IA) dan menuju laut Cina selatan, ALKI II melalui selat lombok menuju laut Sulawesi dan ALKI III yang dibagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III-A, III-B, III-C dan III-D, dan yang dibagian utara bercabang menuju Laut Sulawesi (III-E) dan Samudra Pasifik
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